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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntanbilitas pengelolaan dana desa
pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan theory of planned behavior.
Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat Desa Tlekung, Desa Mojorejo, dam
Desa Torongrejo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
Non Probability Sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 166 responden.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sikap pengelolaan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan
dana desa di masa pandemi Covid-19, (2) norma subjektif berpengaruh positif dan
signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan
dana desa di masa pandemi Covid-19, (3) efikasi diri berpengaruh positif dan
signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan
dana desa di masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: Pengaruh sikap, norma subjektik, efikasi diri terhadap mejalankan
niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-
19.
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ABSTRACT

This study aims to determine the accountability of village fund management
during the COVID-19 pandemic using the theory of planned behavior. The
population in this study is officials of Tlekung Village, Mojorejo Village, and
Torongrejo Village. The sample samples in this study used the Non Probability
Sampling technique. The sample of this study was 166 respondents. Data analysis
was performed using multiple linear regression method. The results of this study
show that (1) management attitudes have a positive and significant effect on
carrying out accountability intentions in village fund management during the
Covid-19 pandemic, (2) subjective norms have a positive and significant effect on
carrying out accountability intentions in village fund management during the
Covid-19 pandemic, (3) self-efficacy has a positive and significant effect on
carrying out accountability intentions in village fund management during the
Covid-19 pandemic.

Keywords: The influence of attitudes, subjective norms, self-efficacy on carrying
out intentions to act responsibly in managing village funds during the Covid-19
pandemic.

xii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tatapan kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan akibat
pandemi covid-19. Hampir segala aspek terkena dampak dari pandemi, mulai dari
ekonomi, pembangunan, politik, dan sebagainya. Semenjak adanya pandemi,
masyarakat merasakan bahwa kesejahteraan mereka menurun. Banyak masyarakat
yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya semenjak masa
pandemi. Corona virus (Covid-19) menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk di
Indonesia, memaksa perubahan arah kebijakan dan perubahan postur pada
anggaran. Disahkannya Perpu No0.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi Corona virus Disease
2019 (COVID-19) dan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
UU No.2/2020 agar mengakomodir perubahan besar dalam penggunaan anggaran
tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat ancaman Covid-19 berimplikasi pada
aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Aturan ini membuat
pengelola atau pengguna anggaran dapat menyesuaikan belanja untuk
mempercepat penanganan Covid-19 di masyarakat.

Perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada APBN dan APBD
tetapi juga pada APBDes, Limba dkk, (2020). Perangkat desa sebagai bagian dari
pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah pun harus

menyesuaikan diri dengan perubahan pada postur APBDes. Selain UU No. 2/2020
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tersebut, penggunaan APBDes juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No0.40/PMK.07/2020 untuk menggantikan PMK No0.205/PMK.07/2019
yang sebelumnya sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa. Anggaran
difokuskan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat urgent untuk mencegah
penyebaran dan penanganan Covid-19, sehingga merubah struktur belanja yang
telah dianggarkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak temuan
yang mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan tersebut.
Banyak masyarakat yang mengeluhkan karena merasa pembagian bantuan
tersebut tidak adil dan tidak merata.

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota untuk
pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam
Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran
dana sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi alokasi dana khusus.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113
tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara
terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.
Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya
kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan

pemerintahan desa yang baik (good governance) terkait pengelolaan ADD
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(Akuntabilitas Dana Desa) memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi,
sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD
(Akuntabilitas Dana Desa).

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata
pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah
akuntabilitas, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam
penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari
pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak
terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan
implikasi yang luas di lingkup desa seperti . penyelewengan pengelolaan dana
desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana
yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta
dipertanggungjawabkan dengan baik, diketahui bahwa kendala dalam proses
perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari
pemerintah daerah ke desa, keterlambatan dan pembinaan serta pengawasan dari
pemerintah daerah yang kurang maksimal.pelaporan kepada bupati, laporan

pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, Dana desa yang



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

dimiliki pemerintah desa seharusnya dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai
dengan ketentuan perundangan dan tepat sasaran. Pengelolaan keuangan desa
yang baik merupakan perwujudan tata kelola pemerintah desa yang akuntabel dan
transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, Fauzani, Purwati, & Sudjono, (2018).

Tata kelola dana desa menjadi permasalahan yang serius dan menjadi
perhatian masyarakat terutama berhubungan dengan efisiensi dan efektivitasnya.
Pengelolaan dana desa yang jauh dari akuntabel dan transparan membuka peluang
pengelola untuk melakukan manipulasi, Munti & Fahlevi, (2017).

Kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam mengelola dana desa
sangat penting karena dapat mengurangi resiko kesalahan baik bersifat
administratif maupun substantif. Kompetensi aparat desa sangat dibutuhkan
terutama dalam hal tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan desa. Resiko
yang terjadi dalam pengelolaan dana desa juga dapat terjadi karena lemahnya
sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
mengakibatkan pemborosan anggaran dan keuangan,Widiyarta dkk, (2018).

Oleh sebab itu, dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut
pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta
dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Untuk
dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima oleh
pemerintah desa dengan baik, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) dengan baik, agar dana yang sudah diperoleh dapat sungguh-
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sungguh digunakan dengan baik sesuai rencana, serta segala kebijakan yang

dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Alasan mengapa peneliti mengambil judul ini karena peneliti melihat
adanya perubahan pada postur anggaran selain itu dimasa pandemi Covid-19
banyaknya oknum yang menyalahgunakan dana Covid-19 dan kesulitan dalam
pelaksanaan di lapangan yang menjadikan akuntabilitas pengelolaan anggaran
dimana pandemi ini menjadi sorotan banyak pihak seperti masyarakat, KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi), Badan Pemerintahan yang ingin melihat secara
transparan  tentang pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, akuntabilitas
pengelolaan dana desa di masa pandemi menjadikan hal menarik untuk diteliti.
Penelitian-penelitian terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah
banyak dilakukan diantaranya; Aziiz dan Prasiti, (2019); Imawan dkk, (2019);
Martini  dkk, (2019); Babulu, (2020) dan penelitian lainnya yang sejenis,
Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan akuntabilitas, dana desa dari sudut
pandang organisasi. Selain itu, akuntabilitas dapat juga dijelaskan dengan sudut
pandang teori pelaku, hal ini dikarenakan prinsip akuntabilitas sebagai alat yang
digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara
memberikan kewajiban untuk dapat memberikan pertanggungjawaban kepada
pihak otoritas eksternal Koppel, (2005:96). Penelitian ini menggunakan model
Theory of Planned Behavior (TPB) untuk melihat akuntabilitas sebagai perilaku
pengelola dana desa.

Model TPB (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh Ajzen,
(2005), mendalilkan bahwa niat (intention) seseorang adalah penentuan utama

untuk melakukan perilaku (behavior). Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor
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yaitu sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) yang menunjukan
evaluasi yang positif atau negatif terhadap objek tertentu: norma subjektif
(subjective norm) yang menunjukkan persepsi terhadap tekanan sosial untuk
melakukan perilaku tertentu, serta kontrol perilaku (perceived behavior control)
yang menunjukan kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu.
Hal ini berarti bahwa, niat pengelola dana desa untuk berlaku akuntabel atau
memenuhi prinsip akuntabilitas dipengaruhi oleh evaluasi diri pengelola dana desa
terhadap prinsip akuntabilitas, kemudian, adanya pengaruh orang-orang disekitar
atau tekanan sosial terhadap pengelola dana desa, serta kemudahan atau kesulitan
yang dimiliki oleh pengelola dana desa untuk menjalankan prinsip akuntabilitas.
Penelitian ini menangkap research dengan perbedaan pada objek dan
menggunakan TPB (Theory Of Planned Behavior) untuk menjelaskan
akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM THEORY OF

PLANNED BEHAVIOR

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan di atas,
maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah :
1. Bagaimana sikap pengelolaan berpengaruh terhadap menjalankan niat
berperilaku akuntabilitas pada masa Pandemi?
2. Bagaimana norma subjektif berpengaruh terhadap menjalakan niat

berperilaku akuntabilitas pada masa Pandemi?
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3. Bagaimana efikasi diri berpengaruh terhadap menjalankan niat

berperilaku akuntabilitas pada masa Pandemi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat
dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap menjalankan niat berlaku
akuntabilitas pada masa Pandemi.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap menjalankan
niat berlaku akuntabilitas pada masa Pandemi.
3. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap menjalankan niat
berlaku akuntabilitas pada masa Pandemi.
1.3.2 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi bagi
penelitian selanjutnya, sehingga dapat mengembangkan dan
menambahkan bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan
keuangan desa.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan
kepada pihak-pihak berikut:
a) Bagi peneliti dan akademis
Menjadi bahan ajar metode penelitian dalam Mata kuliah

akuntansi keuangan dimana laporan keuangan ini sesuali



dengan SAK vyang sudah ditetapkan. Memberikan
pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b) Bagi pemerintah desa

REPOSITORY

Sebagai sarana terhadap kemungkinan terjadinya dalam

praktik penyalahgunaan dalam Akuntabilitas Dana Desa.
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Mengetahui cara kerja Akuntabilitas pada dana desa.

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

repository.unisma.ac.id



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

REPOSITORY

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh antara

University of Islam Malang

sikap pengelolaan, norma subjektif, dan efikasi diri terhadap niat berlaku

akuntabilitas yang dilakukan di 3 desa antara lain Desa Tlekung, Desa

Mojorejo, dan Desa Torongrejo. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan

secara lebih rinci pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat

diambil adalah sebagai berikut:

1. Sikap pengelolaan, norma subjektif, dan efikasi diri secara bersama-
sama atau simultan berpengaruh terhadap mejalankan niat berlaku
akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19.

2. Secara parsial, sikap pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana
desa di masa pandemi Covid-19.

3. Secara parsial, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan
terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana
desa di masa pandemi Covid-19.

4. Secara parsial, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap
menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di

masa pandemi Covid-19.
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5.2 Keterbatasan
1. Distribusi kuesioner sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan media

chat pribadi dan melalui broadcast pesan tautan kuesioner melalui grup

REPOSITORY

obrolan milik sampel sehingga cukup terbatas dalam memastikan

University of Islam Malang

bahwa calon responden benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.

2. Dalam penelitian ini menggunakan dimensi niat berlaku akuntabilitas
sebagai variabel independen untuk meneliti pelaporan dana desa pada
masa pandemic covid-19, meliputi variabel sikap pengelolaan, norma
subjektif, dan efikasi diri.

3. Objek penelitian ini meneliti 3 desa.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian
dengan metode menyebar kuesioner secara langsung dan wawancara
secara langsung.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lainnya misalnya
menggunakan persepsi perangkat desa, transparansi, dan kompetensi
sebagai faktor pengukur lain untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan
dana desa pada masa pandemi Covid-19.

3. Untuk mendapat objek yang lebih tinggi maka penelitian bisa diperluas

dengan melakukan penelitian di Malang Raya dan se provinsi Jawa Timur.
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